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KEPUTUSAN 
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN JEMBER 
Nomor : 188.45/ 6.8 /35.09.320/2025 

 
T E N T A N G 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan 

Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.; 

 

   

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 

9 Tahun 2015 ; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

  



 
 

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua 

kali diubah terakhirdengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 ; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor 

09/M.PAN/05/2007  tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  Nomor 

20/M.PAN/11/2008  tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama ; 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember .Kabupaten Jember 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember..Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU tersebut dalam lampiran; 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

dan KEDUA  bertujuan untuk : 

(1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam 

  menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi 

(2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja organisasi 

 



 
 

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU  

dimanfaatkan untuk: 

a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah 

b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah 

c. Penyusunan   Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 

d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat 

Daerah 

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat 
Daerah 

 

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

 Ditetapkan di : Jember 

 Pada tanggal : 10 Februari 2025 

 

               



 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

 

Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember 

Tugas :  Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Fungsi :  a.  Perumusan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

  b.  Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

  c.  Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

  d.  Pelaksanaan administrasi dinas daerah dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan 

  e.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.  

Tujuan :  Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Menyusun proyeksi kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutannya terhadap sistem birokrasi akan 

pelayanan yang berkualitas, 

2. Meningkatkan kinerja para pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan 

pelayanan agar memenuhi pelayanan prima, 

3. Meningkatkan pemahaman berkaitan arti pentingnya dokumen kependudukan dalam kehidupan 

masyarakat, 

4. Meningkatkan prasarana dan sarana pelayanan administrasi yang memadai dalam rangka 

mengahadapi era demokratisasi dan era informasi global, 

 



 
 

Indikator Tujuan :  
 

1. Prosentase Penduduk ber- KTP el 

2. Prosentase kepemilikan Kartu Keluarga (KK) 

3. Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 

4. Prosentase penduduk  umur 0-18 tahun yang ber Akta Kelahiran 

5. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Kematian 

6. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan 

7. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Akta Perceraian 

8. Prosentase jumlah penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 

9. Prosentase akses informasi kependudukan  

10. Prosentase kerjasama dengan pihak lain  

 

  



 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER 

 
       

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA  

UTAMA 
FORMULASI PERHITUNGAN DAN 

PENJELASAN INDIKATOR 

BIDANG 
PENANGGUNG 

JAWAB 
SUMBER DATA 

1. Meningkatnya 
Kualitas Administrasi 
Kependudukan 

Rasio penduduk ber-
KTP per Satuan 
Penduduk 

Formulasi Perhitungan :  
 

Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber 
KTP 

                                                                     
Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah 

menikah 
 

Penjelasan Indikator : 
- Jumlah penduduk diperoleh dari data 

konsolidasi bersih (DKB) Data Agregat 
Kependudukan tentang peristiwa 
kependudukan, peristiwa penting, 
jumlah dan komposisi penduduk 
berdasarkan jenis kelamin, kelompok 
usia, agama, pendidikan, pekerjaan 
dan lainnya, 

- DKB adalah data yang telah 
dimutakhirkan dengan Data Center 
Kependudukan Nasional Indonesia. 

Dispendukcapil DKB (Data Konsolidasi  
Bersih) Semester II th 2024 

 

1). Meningkatnya    
Kualitas Pelayanan  
Pendaftaran 
Penduduk 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan 
Pendaftaran 
Penduduk 

Penjelasan Indikator : 
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

merupakan data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan publik  

2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput 
dan diolah menggunakan melalui 
Sistem Informasi (e-SUKMA)    

Bidang 
Pendaftaran 
Penduduk 

1). Aplikasi SKM e-Sukma 
 



 
 

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 
berpedoman pada PermenPANRB 
nomor 14 tahun 2017  tentang 
Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Publik 

4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam 
IKM, meliputi :  

 Kesesuaian persyaratan  

 Sistem, mekanisme dan prosedur 
pelayanan  

 Waktu penyelesaian 

 Biaya / tarif 

 Produk Spesifikasi, Jenis 
Pelayanan 

 Kompetensi pelaksana 

 Perilaku pelaksana  

 Penanganan pengaduan , saran 
dan masukan 

 Kualitas sarana dan prasarana       

  

2). Meningkatnya 
Kualitas Pelayanan 
PencatatanSipil  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap 
Pelayanan 
Pencatatan Sipil 

Penjelasan Indikator : 
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

merupakan data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan publik  

2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput 
dan diolah menggunakan melalui 
Sistem Informasi (e-SUKMA)    

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 
berpedoman pada PermenPANRB 
nomor 14 tahun 2017  tentang 
Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Publik 

Bidang 
Pencatatan Sipil 

1). Aplikasi SKM e-Sukma 
 



 
 

4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam 
IKM, meliputi :  

 Kesesuaian persyaratan  

 Sistem, mekanisme dan prosedur 
pelayanan  

 Waktu penyelesaian 

 Biaya / tarif 

 Produk Spesifikasi, Jenis 
Pelayanan 

 Kompetensi pelaksana 

 Perilaku pelaksana  

 Penanganan pengaduan , saran 
dan masukan 

 Kualitas sarana dan prasarana       

  

3). Meningkatnya 
Kualitas 
Pemanfaatan 
Pengelolaan Data 
Kependudukan  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Terhadap  
Pemanfaatan 
Pengelolaan Data 
Kependudukan 

Penjelasan Indikator : 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
merupakan data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
pelayanan publik  

2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput 
dan diolah menggunakan melalui 
Sistem Informasi (e-SUKMA)    

3. Indeks Kepuasan Masyarakat 
berpedoman pada PermenPANRB 
nomor 14 tahun 2017  tentang 
Pedoman Penyusunan Survei 
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 
Publik 

4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam 
IKM, meliputi :  

 Kesesuaian persyaratan  

 Sistem, mekanisme dan prosedur 
pelayanan  

 Waktu penyelesaian 

 Biaya / tarif 

Bidang PIAK dan 
PDIP 

1). Aplikasi SKM e-Sukma 
 



 
 

 Produk Spesifikasi, Jenis 
Pelayanan 

 Kompetensi pelaksana 

 Perilaku pelaksana  

 Penanganan pengaduan , saran 
dan masukan 

 Kualitas sarana dan prasarana       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


